[ SALINAN ]

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE

TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang:

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa untuk
mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di desa pemerintah
memberikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

. bahwa menindaklanjuti Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue

Tahun Anggaran 2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan
Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten

Simeulue Tahun Anggaran 2018;

Mengingat.....
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3897);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4633)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan.....
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1970);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1884);

12. Peraturan.....
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue
Tahun 2013 Nomor 21)

14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Simeulue Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN
SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Simeulue.

3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Camat adalah pimpinan atau koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati
untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah dan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

6. Alokasi.....
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Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan
untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan

dan Pemberdayaan Masyarakat.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten

Simeulue.

. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan
Pemerintahan Desa (BPD) dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui
dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya  disingkat APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran

Negara pada bank sentral.

14.Rekening.....
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14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah
desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan
untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank

yang ditetapkan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

Total ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
45.814.646.200 (Empat puluh lima milyar delapan
ratus empat belas juta enam ratus empat puluh enam
ribu dua ratus rupiah), rincian ADD setiap Desa di
Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018, dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar; dan

b. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, sebesar Rp. 36.651.649.000 (Tiga puluh
enam milyar enam ratus lima puluh satu juta enam
ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dihitung
berdasarkan jumlah total alokasi dasar kabupaten dibagi

jumlah desa.



Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, sebesar Rp. 9.162.997.200.- (Sembilan milyar
seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan
puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dihitung berdasarkan
data Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas
Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber
dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan

formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 *

Z4)} * AF Kab

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal....



Pasal 6

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 8

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan
dari dari RKUD ke RKD.

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa
(RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
per triwulan sesuai dengan penerimaan Kas Daerah
setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD triwulan I
dilaksanakan setelah Bupati menerima:

a. Qanun Desa mengenai APBDesa; dan
b.laporan realisasi penyerapan ADD Tahun Anggaran
sebelumnya dari Kepala Desa.

(4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Triwulan II,
Triwulan III dan Triwulan IV dilaksanakan setelah
Bupati menerima laporan realisasi penyerapan ADD

triwulan sebelumnya dari Kepala Desa.

(S)Laporan...



BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 9

(1) ADD digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan

(2)

Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Belanja Tidak Terduga.

Penggunaan ADD mengacu kepada RPJMDesa dan
RKPDesa.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADD.
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa melalui
Kasi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang
timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan
APBDesa ditetapkan menjadi Qanun Desa tentang
APBDesa.

Bendahara Desa wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh)
dan pajak lainnya wajib menyetor seluruh penerimaan
potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas
Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 11

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan
atas penggunaan ADD.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakaan sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Kepala Desa menyampaikan Laporan  Realisasi
Penyerapan dan Capaian Output ADD kepada Bupati c.q.
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(2) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output ADD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan :

a.Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output
ADD sampai dengan tahap II paling tanggal 7 Juni
Tahun Anggaran berjalan; dan

b.Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output
ADD tahap III paling lambat tanggal 7 Februari Tahun

Anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13
(1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD),
dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);

b.Terdapat.....
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b. Terdapat Sisa ADD di Rekening Kas Umum Desa
Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga
puluh per seratus); dan/atau

c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional
Daerah.

(2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran
ADD tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana
Desa di Rekening Kas Umum Desa Tahun Anggaran
sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa ADD di Rekening Kas Desa Tahun
Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang
akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I
tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli
tahun anggaran berjalan sisa ADD di Rekening Kas
Umum Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD
yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.

(5) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah
dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi

penyimpangan penyaluran dan/atau Penggunaan ADD.

Pasal 14

(1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam
hal:

a.dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah

diterima;

b. sisa....
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b.sisa ADD di Rekening Kas Umum Desa tahun
anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan
30%; dan

c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional
Daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c
berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening
Kas Umum Desa dan menjadi sisa ADD di RKUD.

(3)Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai ADD yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.

(4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD Dana Desa di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
Rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam
hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran
ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih
dari 30% (tiga puluh per seratus).

(2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun

anggaran berikutnya.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah  Kabupaten

Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal 9 Januari 2018 M
21 R. Akhir 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang

pada tanggal 9 Januari 2018 M
21 R. Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR
3
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